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ABSTRAK 
 

Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi, salah satu daerah 
yang memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi adalah Kabupaten Musi Rawas dengan 
jumlah pernikahan dini tertinggi di provinsi Sumatera Selatan dibandingkan kabupaten-
kabupaten yang lain terhitung selama 2 tahun terakhir. Menghadapi hal tersebut BKKBN 
dituntut mencari solusi yang tepat untuk melakukan upaya dalam menekan angka 
pernikahan dini dan membantu mengurangi angka pernikahan dini. BKKBN Musi 
Rawas merupakan sebuah lembaga pemerintah yang mempunyai tujuan yaitu 
salah satunya meningkatkan usia perkawinan, melalui berbagai upaya dan usaha 
untuk mencegah dan meminimalisir pernikahan dini. Oleh sebab itu penyusun 
tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja peran dan upaya yang 
telah dilakukan BKKBN dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Musi 
rawas. 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field Reseach) 
dan bersifat deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. kemudian data yang sudah 
dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis induktif 
dengan pendekatan normatif. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di BKKBN Kabupaten 
Musi Rawas dalam upaya penekanan pernikahan dini dapat diambil kesimpulan, 
bahwa upaya yang telah dilakukan BKKBN dalam menekan angka pernikahan 
dini, yaitu pertama, membuat Program generasi remaja (GenRe); kedua, Program 
Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan keluarga; ketiga, mengadakan penyuluhan 
dan sosialisasi bagi remaja; keempat, memberikan pemahaman kepada orangtua; 
kelima, program pendewasaan usia perkawinan. Peran BKKBN dalam menekan 
angka pernikahan dini telah berjalan baik walaupun belum maksimal. Keaktifan 
BKKBN Musi Rawas dalam membina remaja terbukti efektif menyadarkan 
remaja akan pentingnya masa depan dan menyadarkan dampak negatif yang 
timbul akibat pernikahan dini. Ini terbukti BKKBN terus berusaha untuk 
menanggulangi pernikahan dini dan terus memperbaiki beberapa kendala yang 
menghambat program kerja yang telah dirancang. 

 
 
 

Kata kunci: BKKBN, Pernikahan Dini, Usia Perkawinan. 
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MOTTO 

 


نّ �� ٱ��إ� ��
)٦ (ا  

Artinya: “Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. 

(Q.S Al-Insyirah : 6)1 

 

  

                                                 
1Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah Al-Muhaimin, 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 596. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 

dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ’ B Be ب

 tâ’ T Te ت

 śâ’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  ḥâ’ Ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣâd Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍâd Ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓâ’ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ’ H Ha ھ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 yâ’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لَ زَّ�َ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna #"نّ

 

C. Ta’ Marbu ţah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 
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ِ&ٌ(َ)ْ+  Ditulis Ḥikmah 

ِ,َّ-+  Ditulis ‘illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka 

ditulis dengan h. 

ءْ 01َ-ِوْ/َاَ+ْا(َ.َ)َ  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 

 

3. Bila ta’ marbuţah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis 

t atau h.  

4ِ.5ِ-ْا1َةْ)َزَ  Ditulis Zakâh al-fiţri 

 

D. Vokal Pendek 

6 

َ7َّ8َ9  

Fatḥah 

 

Ditulis 

Ditulis 

A 

fa’ala 

6 

ُ;ِ(.  

Kasrah 

 

Ditulis 

Ditulis 

I 

Żukira 

6 
Ḍammah Ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 
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>ُھَ;0َْ  

 

E. Vokal Panjang 

1 

Fatḥah + alif  

َ4=  

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Falâ 

2 

Fatḥah + ya’ mati 

َ>ْ?َ@A  

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya’ mati 

َ>ْ4ِBْ0ل  

Ditulis 

Ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 

Ḍammah + wawu mati 

BْD9ُأُ  

Ditulis 

Ditulis 

Û 

Uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

Fatḥah +  ya’ mati 

F-0ِْھَ-Eُّاَ  

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 

Fatḥah + wawu mati 

+-G-ْDََّاَ  

Ditulis 

Ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 
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مْ<ُ?ْأَأَ  Ditulis A’antum 

GْHَّ,ِأُ  Ditulis U’iddat 

َIِJَْنKَ(ْ.ُ>ْم  Ditulis La’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

نْآأ.IُLْْاَ  Ditulis Al-Qur’ân 

اIِLَ0ْNْاَ  Ditulis Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

اءُ(OIََّاَ  Ditulis As-Samâ’ 

Iْ)ُQشَّاَ  Ditulis Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

DْRْ.4ُُ-ْاَيْوِ;َ  Ditulis Żawî al-furûḍ 

+ْ�َّ-Oُّا9ًُھْأَ  Ditulis Ahl as-sunnah 
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KATA PENGANTAR 

 

���﷽ 

نا ومن سيئات اعمالنا � من شرور انفسنحمده ونستعينه ونستغفيره ونعوذ�الحمد �  ان

 وحده لا الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله همن يهد

له وصحبه له واشهدان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيد8 محمد وعلى ا كشري

 و�رك وسلم اجمعين (اما بعد).

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji serta syukur atas kehadirat Allah 

yang maha esa dan telah melimpahkan rahmat, taufik, dan nikmat yang tak 

terhingga. Dengan ridho dan kuasa-Nya penulis mampu menyelesaikan penelitian 

ini. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung bagi kita semua. Sholawat 

beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. 

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak lepas dari hambatan-

hambatan yang dihadapi tentunya, akan tetapi banyak pihak yang terlibat dan 

membantu. Baik dalam hal bekerja sama dalam memberikan informasi, saran atau 

masukan, kritik dan dukungan. Sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini 

meskipun jauh dari kata sempurna. Maka pada kesempatan kali ini, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga 

terselesaikannya skripsi ini: 

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, BA., BA., MA., Ph.D., sebagai 

Rektor UIN Sunan Kalijaga. 
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dengan sabar membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan 

arahan dan masukan terhadap skripsi yang penulis kerjakan. 

5. Bapak ibu dosen dan seluruh serta staf Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
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penulis selama melakukan penelitian di kantor BKKBN Kabupaten Musi 

Rawas. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah terjemahan dari kata nakaḥa dan zawaja. Kedua kata 

inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur’an untuk menunjuk perkawinan 

(pernikahan). Istilah atau kata زوج berarti ‘pasangan’, dan istilah   ��� berarti 

‘berhimpun’. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya 

dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang 

utuh dan bermitra.1 Adapun pengertian perkawinan secara istilah menurut 

Muhammad Abu Zahrah sebagaimana di kutip oleh Khoiruddin nasution: “Bahwa 

perkawinan adalah akad (transaksi) yang menghalalkan hubungan seorang laki-

laki (suami) dengan seorang perempuan (istri), dan saling menolong di antara 

keduanya, dan saling memiliki hak dan kewajiban.2 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

م مودة ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينك

 ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون 3

 

                                                           
1  Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara 

Muslim Kontemporer), (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), hlm. 20. 
 
2 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif), (Yogyakarta: 
ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 240.  

 
3 Ar Rūm (30): 21. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: 

“Pernikahan adalah ikatan lahir  bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan maksud dan tujuan membentuk keluarga  
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang 
Maha Esa”.4 
 
Pernikahan adalah suatu ikatan yang akan menentukan masa depan dari 

dua pihak yang mengadakan ikatan tersebut, dari pernikahan ini calon istri akan 

melahirkan keturunan. Untuk itu diperlukan keseriusan pihak-pihak calon suami 

dan calon istri.  

Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang 

dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda 

dalam pandangan kekinian. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh 

perhatian dan pengaturan yang jelas.5Dalam Undang-Undang sendiri telah diatur 

dalam pasal 7 ayat ( 1 ) menyebutkan bahwa:  

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) 

tahun”.6 

 
Saat ini kedewasaan bukan hanya  usia semata, tetapi juga soal 

kematangan bersikap dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan 

penanda konkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal 

tersebut dikarenakan pernikahan tidak semata hanya soal pelampiasan hasrat 

seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung jawab  

                                                           

 
5  Asep Saepudin Jahar dkk., Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-

undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional), ( Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 
hlm. 43. 

 
6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).   
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sosial yang besar dan mengemban misi sakinah, mawaddah wa rahhmah. Ayat Al-

Qur’an yang mengaitkan waktu pernikahan seseorang dengan usia kematangan 

dan kedewasaan adalah: 

ليهم أموالهم ولا بتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النّكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إاو 

يرا فليأكل ?كلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فق

 Dلْمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى CD حسيبا7

Syarat kedewasaan ini menjadi semakin penting karena perkawinan yang 

dilakukan di usia dini atau belia memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi 

tersebut secara logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup 

untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang.8 

Konteks kekinian, batas usia perkawinan juga mengalami perubahan 

seiring dinamika masyarakat. Menurut BKKBN batas usia perkawinan juga 

mengalami perubahan. Salah satu program BKKBN yakni Pendewasaan Usia 

Perkawinan (PUP). PUP sangat erat kaitannya dengan program keluarga 

berencana.  

PUP menurut BKKBN adalah upaya untuk meningkatkan usia pada 

perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 

tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap 

sudah siap, baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional 

                                                           
7  An Nisā (4): 6. 
 
8
 Adib Machrus, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina keluarga Sakinah 

Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018), hlm. 32.  
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untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. PUP bukan sekedar menunda 

perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar 

kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.9 

Ketentuan mengenai pembatasan usia nikah ini menjadi penting karena 

beberapa hal yang melatarinya, terutama terkait hak-hak perempuan dan anak itu 

sendiri, yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi 

lebih dari itu terkait pula dengan psikologis dan sosial. Kematangan usia ini 

merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, 

agama, dan budaya.10 

Gagasan PUP BKKBN ini merupakan program untuk membantu remaja 

agar mereka memahami bahwa pernikahan harus dilakukan pada saat yang tepat, 

ketika seseorang telah siap secara mental, fisik, sosial, maupun finansial, dengan 

adanya program ini diharapkan PUP yang menjadi salah satu target yang ingin 

dicapai BKKBN dapat diwujudkan dengan baik. Program ini diharapkan dapat 

mendorong remaja menjadi individu yang siap baik secara mental, sosial, dan 

finansial untuk berkeluarga, sehingga dapat melahirkan generasi emas di masa 

yang akan datang. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia 

perkawinan yang lebih dewasa sehingga berdampak pada penurunan Total Fertility Rate 

(TFR). 

                                                           

9
  Direktorat Bina Ketahanan Remaja, Kurikulum Diklat teknis Pengelolaan PIK 

Remaja/Mahasiswa bagi pengelola, pendidik sebaya dan Konselor Sebaya PIK 
Remaja/Mahasiswa, cet. Ke-5 (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 
2014), hlm. 109. 

 

10
  Ahmad Thalabi, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 204. 
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Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Drs. Irwansyah beliau menerangkan 

bahwa Kabupaten Musi Rawas menempati angka pernikahan dini tertinggi terhitung dari 

tahun 2017, pada tahun 2017 terdapat 5. 486 pasangan suami istri yang menikah dari 

jumlah tersebut 2.230 pasangan menikah di usia remaja, pada tahun 2018 terdapat 5. 016 

pasangan yang menikah, sebanyak 1.797 pasangan yang menikah di usia remaja. 

Pernikahan dini tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengaruh lingkungan 

sekitar, pengaruh internet yang sangat mudah di akses dan juga tingkat pendidikan dan 

pengawasan orang tua yang masih kurang.11 

Berdasarkan pemaparan  dari data tersebut penyusun ingin menganalisis upaya-

upaya apa saja yang dilakukan BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini dalam 2 

tahun terakhir yakni pada tahun 2017 dan 2018 dan bagaimana upaya program 

BKKBN tersebut mampu berjalan dalam perkembangan hukum perkawinan 

Indonesia kedepannya dan diharapkan BKKBN mampu memberikan sumbangsih 

kepada masyarakat ke dalam sebuah program yakni PUP. Penyusun melakukan 

penelitian di BKKBN Kab. Musi Rawas atas dasar di daerah tersebut merupakan 

kabupaten dengan angka pernikahan dini tertinggi se-provinsi Sumatera Selatan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Upaya apa saja yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) di Kabupaten Musi Rawas dalam menekan 

pernikahan dini? 

                                                           

11
 Wawancara dengan bapak Drs. Irwansyah, beliau adalah kabid Keluarga Berencana 

BKKBN Musi Rawas, pada tanggal 28 November 2018 pukul 10.30 Wib.  
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan  di BKKBN 

Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan usia perkawinan? 

C. Tujuan dan kegunaan 

Mengacu pada rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menjelaskan bentuk dari upaya Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) di Kabupaten Musi Rawas dalam menekan 

pernikahan dini. 

2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan  di 

BKKBN Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan usia perkawinan. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perkawinan. 

2. Secara Praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan Di 

BKKBN Kabupaten Musi Rawas dalam upaya menekan  pernikahan usia 

dini.  

D. Telaah Pustaka 

Hasil dari beberapa penelusuran pustaka, terdapat karya  dari jurnal 

maupun tulisan dari beberapa penulis berdasarkan topik terkait yakni mengenai 

umur pekawinan. 

Pertama, tulisan karya Mubasyaroh dengan judul “Analisis Faktor 

Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” Tulisan ini lebih 

menitikberatkan terhadap faktor dan akibat dari pernikahan dini dalam persepektif  
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sosiologi dan psikologi. Tulisan ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, 

tulisan ini membahas lebih dalam mengenai masalah tentang usia perkawinan. Di 

sisi lain pernikahan dini pada dasarnya ilegal, pernikahan dini pada umumnya 

membawa dampak negatif untuk perempuan khususnya, seperti sindrom usia 

prematur dalam menjalani peran sebagai ibu dan istri.12 

Kedua, tulisan karya Qorry ‘aina, dalam skripsinya yang berjudul 

“Efektifitas Pencegahan Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015”, skripsi ini lebih 

menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) 

Gondomanan dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di antaranya, 

penyuluhan atau sosialisasi, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, 

pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan keluarga serta pembinaan dan 

berkerjasama dengan instasi terkait.13 

Ketiga, tulisan karya Zuni Savitri, dalam skripsinya yang berjudul 

“Analisis Maslahah Terhadap Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi 

Kasus di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014)”, skripsi ini lebih menitik 

beratkan kepada analisis normatif yang diambil dalam surat An-Nisa ayat (9) serta 

kaidah fikih  dan analisis yuridis yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 pasal 13 dan KHI pasal 60 serta analisis maslahah mursalah yang 

                                                           

12
 Mubasyaroh, “ Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya bagi 

Pelakunya”. YUDISIA, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016). 
 

13 Qorry ‘aina, “ Efektifitas Pencegahan Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015), Skripsi, Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017. 
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mana pernikahan dini kini menjadi sorotan publik.  Adanya aturan tentang 

pernikahan usia dini, kemaslahatan umat Islam di Indonesia terkait dengan hukum 

pernikahan akan semakin terjaga dan kemudharatan bisa dihindarkan.14 

Keempat, tulisan karya Dania Eka Lestari, dalam skripsinya yang berjudul 

“Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis 

Kabupaten Magelang Persepektif Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi ini 

menitikberatkan kepada upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan 

di antaranya Sosialisasi Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan sosialisasi 

dampak pernikahan usia dini, pembinaan remaja, melakukan pendekatan kepada 

orang tua dan pengetatan administrasi. Skripsi ini menggunakan tiga pendekatan 

yaitu normatif, yuridis dan sosiologis. 15 

Keenam, tulisan karya Malikati Yahro, dalam skrpsinya yang berjudul 

“Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam 

Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Wonosobo”. Skripsi ini 

membahas tentang Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dalam lingkungan 

masyarakat di Kabupaten Wonosobo yaitu sebagai mediator, motivator, dan 

                                                           

 
14  Zuni Savitri, “Analisis Maslahah Terhadap Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di BP4 
Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014), Skripsi, Fakultas Syar’iah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga, 2015. 

 
15

 Dania Eka Lestari, “Upaya pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan 
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Persepektif Sosiologi hukum Islam”. Skripsi, Fakultas 
Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.  
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fasilitator. Upaya pencegahan ini dengan melakukan sosialisasi kepada remaja 

serta orang tua tentang dampak pernikahan dini.16 

Pada penelusuran kajian pustaka yang telah dilakukan penyusun, penyusun 

mengambil kesimpulan atas dasar telaah pustaka di atas bahwa belum ada tulisan 

yang menyentuh ranah BKKBN sebagai obyek utama penelitian mengenai 

pernikahan dini. Maka penyusun akan memfokuskan penelitian ini pada program 

PUP BKKBN Kabupaten Musi Rawas. 

E. Kerangka Teoretik 

Pernikahan merupakan sunnatullah dan umumnya terjadi pada makhluk 

Tuhan yang berlaku atas manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena manusia 

adalah makhluk Tuhan yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lain, maka 

tuhan pun memberikan aturan-aturannya.17 

Pengertian belum dewasa dan dewasa dapat dinyatakan seragam untuk 

semua warga negara Indonesia. Dikatakan belum dewasa apabila belum berumur 

21 tahun penuh dan belum pernah kawin. Ketentuan ini a contrario dewasa 

apabila berumur 21 tahun pernuh, sudah pernah kawin.18 Di samping itu dikenal 

istilah dewasa biologis atau dewasa seksual untuk melangsungkan perkawinan, 

yaitu sudah mencapai umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.19Bagi 

                                                           

16
 Malikati Yahro, “Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Wonososbo”. Skripsi,  Fakultas 
Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.  

 

17  Marhumah, Alfatih Suryadilaga, Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam 
Bingkai Sunah Nabi, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga), 2003), hlm. 
4.  

 
18 Dadan Muttaqien, Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian, (Yogyakarta: 

Insania Cita press, 2006), hlm. 14.  
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mereka yang belum mencapai usia ini maka harus meminta izin pengadilan, dan 

bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus 

menyertakan izin orang tua.20 

Dalam syariat Islam seorang pria yang belum baligh belum dapat 

melaksanakan Kabul secara sah dalam satu akad nikah. Maka hendaknya suatu 

perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-betul mempunyai 

kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami dan istri 

yang baik bahkan siap untuk menjadi ibu dan bapak yang baik.21 

Dalam Al-Qur’an pembahasan mengenai umur perkawinan dijelaskan 

sebagai berikut: 

فعوا إليهم أموالهم بتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النّكاح فإن آنستم منهم رشدا فاداو 

قيرا فليأكل ولا ?كلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان ف

باDلْمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى CD حسي  

Ayat ini berkaitan dengan penyerahan tanggung jawab 

pemeliharaan harta kepada mereka anak yatim. Secara tersirat ayat ini 

menunjukkan umur nikah sebagai ukuran masa/umur pendelegasian harta 

                                                                                                                                                               
19 Ibid.,hlm. 15.  
 
20 Ahmad Thalabi, Hukum Keluarga Indonesia, hlm. 202. 
  

21
 Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Dan Keluarga, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 

26.  
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mereka. Dalam kaitannya dengan pendelegasian harta dan usia nikah, ayat 

ini menggunakan kata kunci rusyd, yang dalam Tafsir Departemen 

Agama RI, diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang 

menjadikan dasar para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah 

bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai dengan haid dan mimpi 

basah, tetapi harus sudah dewasa (mature/rusyd).22 

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 

didalam KHI terdapat pasal yang mengatur tentang batasan usia 

perkawinan yaitu: 

Pasal 15 
 

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan 
hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur 
yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan 
calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus 
mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), 
(3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.23 
 

BKKBN merasa perlu untuk membentuk dan mengelola suatu 

program yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan 

menyiapkan diri remaja menyongsong kehidupan keluarga yang lebih 

baik, menyiapkan pribadi yang matang dalam membentuk keluarga yang 

harmonis, dan memantapkan perencanaan dalam menata kehidupan untuk 

keharmonisan keluarga. Program PUP pada hakikatnya bukan sekedar 

                                                           

22
 Khairuddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) islam Indonesia dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, hlm. 389. 
  
23 Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI.  
 



12 

 

 

 

untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, tetapi juga untuk 

menurunkan tingkat kehamilan atau Total Fertility Rate (TFR). Oleh 

karena itu PUP harus disosialisasikan secara massif ke berbagai kalangan, 

khususnya remaja agar tidak buru-buru menikah. 

Salah satu program yang sangat tepat untuk mensosialisasikan 

pentingnya PUP kepada remaja adalah Konseling Pra Nikah. Remaja 

diberi pemahaman bahwa menikah di usia dini memiliki dampak negatif 

yang cukup banyak.24 

Hal ini dijelaskan dalam kaidah Ushul Fikih yaitu: 

 درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح 25

Yakni menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik 

kemaslahatan.  Pernikahan memang menghindarkan seorang laki-laki dan 

perempuan dari perbuatan  zina, akan tetapi jika menikah di usia dibawah umur 

tidak menjamin terciptanya pernikahan yang diinginkan yakni membentuk 

keluarga yang bahagia. Disinilah diperlukan konseling pranikah, remaja 

diharapkan memiliki pandangan yang benar tentang pernikahan. Melalui 

konseling pranikah ini diharapkan menjadi sesuatu yang lumrah di tengah-tengah 

masyarakat dan program pemerintah ini diharapkan berjalan dengan baik.  

F. Metode Penelitian 

                                                           

24
 Khairunnas, Panduan Konseling Pranikah (Menyiapkan Generasi Emas),  (Jakarta: 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013), hlm.102. 
 

25
  Nashr Farid Muhammad washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa’id 

Fiqhiyyah, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 21. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu suatu metode untuk mendapatkan secara spesifik dan realis tentang apa 

yang terjadi pada saat tertentu di tengah kehidupan masyarakat.26Data dari 

penelitian ini diperoleh dari Ketentuan Program PUP di kantor  BKKBN 

Kabupaten Musi Rawas, dan memperoleh dari data wawancara kepada staf  

BKKBN untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk menekan 

pernikahan dini di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian untuk 

menyelesaikan masalah dengan cara mendiskripsikan masalah melalui 

pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data.27 Deskriptif 

berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada staf-staf di BKKBN  

Kabupaten Musi Rawas. Analisis adalah menganalisa pemahaman melalui 

pandangan staf-staf BKKBN 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek 

penelitian.28Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian langsung ke 

                                                           
26 Mardalis, Metodologi Penelitian: Suatu pendekatan Masalah, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), hlm. 28. 
 
27 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Grannit, 2004), hlm. 

128. 
 

28  Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, (Yogyakarta: AR-RUZZ, 
2014), hlm.  31. 
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kantor BKKBN  Kabupaten Musi rawas dengan melakukan wawancara serta 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Obyek utama dalam 

penelitian ini adalah staf-staf yang berada di lingkup kantor BKKBN. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan 

tinggal mengutip saja.29Data ini diperoleh melalui Al-Qur’an, Al-Hadist, 

Dokumentasi, dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.30Maka dari 

itu data-data yang dibutuhkan penyusun dalam penelitian ini digali dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Penyusun melakukan observasi langsung ke kantor BKKBN Kabupaten Musi 

Rawas, Sumatera Selatan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai 

upaya-upaya dalam menekan pernikahan dini. 

b. Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan interview 

pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.31 Di sini penyusun 

melakukan wawancara berupa Tanya jawab langsung  dengan pihak-pihak 

                                                           
29 Budi Sulistiono, Penelitian Itu Indah, (Jakarta: Pustaka Sinar Darussalam,2007), hlm. 

74.  

30 Ibid., hlm. 34. 
 
31 Ahmad tanzeh, Pengantar Metodologi  Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 63.  
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yang berkaitan yaitu wawancara dengan 4 orang staf  BKKBN Kabupaten 

Musi Rawas. Sebelum wawancara penyusun terlebih dahulu mempersiapkan 

beberapa pertanyaan yang akan dijadikan bahan wawancara melalui interview 

guide (pedoman wawancara). 

c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas 

atau dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya.32 

Penyusun mengumpulkan data-data melalui arsip-arsip yang berasal dari 

kantor BKKBN Kabupaten Musi Rawas, artikel atau buku-buku sebagai 

bahan penguat dalam penelitian ini. 

5. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya  apa saja yang 

telah dilakukan  BKKBN dalam memberikan masukan dan solusi terhadap upaya 

tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu studi 

Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan / atau normatifnya. 

Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam hukum Islam (al-Qur’an, 

hadis, dan kitab fiqh lainnya).33pendekatan normatif digunakan untuk membahas 

apakah upaya yang dilakukan BKKBN Kabupaten Musi Rawas dalam menekan 

angka pernikahan dini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta 

pendekatan yang dilakukan berpedoman pada maqasyid syariah. 

6. Analisis Data 

                                                           
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 206. 
 
33

 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 
2012), hlm. 189. 
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Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilih-milahnya menjadi satuan unit yang dapat 

dikelola, mengsintesiskannya, mencari dan memutuskan apa-apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.34Data ini disusun secara kualitatif dengan 

menggunakan analisis induktif, yang berarti bahwa kategori-kategori, tema-tema 

dan pola berasal dari data.35Sehingga mempermudah penyusun untuk mengaitkan 

data dengan masalah yang akan diteliti dan dianalisis ini. 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan, rumusan masalah, kerangka teori, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini memuat seluruh komponen 

latar belakang masalah sampai analisa pokok masalah dalam penelitian sehingga 

membentuk suatu kesimpulan dalam penelitian ini. 

Bab kedua, membahas tentang tentang usia perkawinan, maksudnya disini, 

penyusun ingin membahas secara tuntas tentang hal-hal yang berkaitan tentang 

pengertian, rukun dan syarat perkawinan serta tujuan perkawinan. 

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum BKKBN Kabupaten Musi 

Rawas dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan BKKBN Kabupaten Musi 

Rawas dalam menekan pernikahan dini. Sub bab pertama berisi letak geografis, 

struktur organisasi, visi dan misi BKKBN, serta tugas pokok dan fungsi BKKBN. 

Sub bab kedua berisi tentang ketentuan, tujuan dan manfaat program pendewasaan 

                                                           
34 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metodologi  Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

AR-RUZZ, 2012), hlm. 247. 
 
35 Ibid.  
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usia perkawinan. Sub bab ketiga berisi tentang upaya-upaya apa saja yang 

dilakukan BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini. 

Bab keempat, berisi analisis penyusun sendiri, dalam bab ini penyusun 

menganalisis terhadap  program dan upaya yang dilakukan  BKKBN  Kabupaten 

Musi rawas dalam menekan angka pernikahan dini. Kemudian diakhiri bab kelima 

penutup yang berisi kesimpulan, kritik dan saran, serta lampiran-lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian dan analisis penulis, penelitian yang telah dibahas 

dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengambil 

kesimpulan: 

1. Upaya BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini, dilakukan dengan cara 

pertama, membuat Program generasi remaja (GenRe); kedua, Program 

Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan keluarga; ketiga, mengadakan 

penyuluhan dan sosialisasi bagi remaja; keempat, memberikan pemahaman 

kepada orangtua; kelima, program pendewasaan usia perkawinan. Upaya yang 

dilakukan BKKBN Kabupaten Musi Rawas telah berjalan baik meskipun 

belum maksimal dalam menekan angka pernikahan dini. Belum maksimalnya 

upaya yang dilakukan BKKBN Kabupaten Musi Rawas tidak luput dari faktor 

pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya antara lain, pertama, 

bekerjasama dengan instansi terkait, keikutsertaan beberapa instansi antara lain 

BP4, dinas pendidikan, puskesmas dan BNN; kedua, tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai dari pemerintah; ketiga, antusiasme keikutserataan 

remaja, masyarakat dan instansi pemerintah dan lembaga terkait; keempat, 

dukungan dari staf-staf BKKBN. Faktor penghambatnya antara lain, pertama, 

terbatasnya dana yang diberikan pemerintah; kedua, Terbatasnya informasi 

yang masuk ke desa-desa; ketiga, Kurang perduliannya masyarakat perdesaan 

mengenai pentingnya peningkatan usia perkawinan walaupun tidak sedikit 
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masyarakat yang memberikan dukungan; dan  keempat, Komunikasi orangtua 

dan anak yang kurang baik dan Kurangnya penteladanan orangtua kepada 

anak. 

2. Upaya BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini telah sesuai dengan 

hukum Islam karena sesuai dengan kaidah Fikih yaitu: 

 درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح 1

Melihat banyak dampak negatif yang terjadi akibat pernikahan dini 

melatarbelakangi BKKBN Musi Rawas untuk melakukan berbagai upaya dan 

tindakan untuk mencegah meningkatnya pernikahan dini. BKKBN terus 

mengupayakan peningkatan usia perkawinan melalui berbagai program. 

Menurut BKKBN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerapkan 

batasan pernikahan yaitu umur 16 tahun bagi perempuan maupun 19 tahun bagi 

laki-laki pada umumnya masih digolongkan umur remaja. Maka dari itu 

meskipun undang-undang menerapkan batasan usia tersebut, BKKBN terus 

mengupayakan untuk meningkatkan umur perkawinan yakni di atas 20 tahun. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
  Nashr Farid Muhammad washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa’id 

Fiqhiyyah, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 21. 
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3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis dengan segala kerendahan 

hati dan demi kelacaran serta perbaikan program BKKBN maka penulis 

menguraikan hal-hal berikut: 

1. Diharapkan upaya-upaya BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini 

mampu berjalan secara efektif serta mampu mengurangi angka pernikahan dini. 

2. Dalam menjalankan program kerjanya BKKBN Musi Rawas diharapkan 

mampu menyentuh seluruh wilayahnya tidak hanya ranah kecamatan tapi 

menyentuh ranah perdesaan. 

3. Melihat kondisi sumber daya manusia, perlu ditambahkan lagi karena dilihat 

masih ada beberapa struktur yang kosong. 

4. BKKBN Musi Rawas diharapkan mampu berperan aktif dalam menjalankan 

program kerjanya serta harus lebih meningkatkan agenda-agenda khususnya 

pelatihan dan sosialisasi mengenai pernikahan dini dengan tujuan seluruh 

masyarakat khususnya remaja bisa mengetahui dampak yang terjadi akibat 

pernikahan dini. 

5. Teruntuk masyarakat di kabupaten Musi Rawas diharapkan ikut serta 

mendukung dan berperan aktif dalam acara, pelatihan serta kegiatan yang 

dilakukan BKKBN Musi Rawas agar terciptanya tujuan yang diharapkan dari 

upaya tersebut. 
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LAMPIRAN 



Lampiran I 

Daftar Terjemahan  

No Hlm Fn Terjemahan 

   BAB I 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 
Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu 
sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih 
dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 
kaum yang berfikir. (Ar Rum (30): 21. 

 

   BAB I 

2. 3 7  Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup 
umur untuk menikah. Kemudian jika menurut 
pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 
harta), maka serahkanlah pada mereka hartanya. Dan 
janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) 
melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-
gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. 
Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka 
hendaklah ia mmenahan diri (dari memakan harta anak 
yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia 
memakan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, 
apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, 
maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah 
Allah sebagai pengawas. (An-Nisā (4): 06). 
 

   BAB II 

4.  6 9 Pernikahan dinyatakan tidak sah kecuali dengan 
kehadiran seorang wali dan dua orang saksi yang adil 
(diriwayatkan oleh Darulquthni, kitab “an-Nikah” jilid 
III, hadist no 22). 

 

 

 



Lampiran II 

 

Wawancara bersama bapak Sultoni 

 

Wawancara bersama ibu Husnaini 

 



 

 

 

Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan GenRe 

 



(Properti Yang digunakan dalam Sosialisasi) 

 

Brosur sosialisasi PUP 

 

Brosur sosialisasi PUP 
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